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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d dan
huruf e maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 64
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

Pasal 18 ayat (16} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1106});

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keunangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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8. Peraturan Menteri Daﬁiam Negerl Nomor 5 Tahun 2017'_- R
tentang Pedoman  Nomenklatur: Perangkat ‘Daerah - -
Provinsi dan Daerah kabupaten /Kota 'vang Melaksanakan.. :
Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan =~ -
(Berita Negara Repubilik Indonesia Tahun: 2017 Nomor L
197);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019-
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi ~ dan - Nomenklatur s
Perencanaan Pembangunan ~dan - Keuangan Daerah
{(Berita Negara Republik Indonesza ‘Tahun’ 2019 Nom01
1447; . S

10, Peraturan Menteri Daam Negen Nomor ’7’7 Tahun 2020 RIS L e
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. = o
(Berita Negara Repubhk Indonesia- Tahun 2020 Nomor’." S
1781);

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang'
Permbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Providsi —
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan BRIt
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah: -+ o
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah . = .
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019'_'-“
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 = =
Tahun 2016 tentang Pembeéntukan dan ‘Susunan = = @
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat: {Lembaran. .. .-
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kahmantan“-
Barat Nomor 9); : _ . e L

12. Peraturan Cubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang_
Kedudukan, ‘Susunan - Organisasi,’ Tugas dan “Fungsi; it o
serta Tata Kerja Badan Keuangan- dan Aset Daerah = =
Provinsi Kalimantan Barat - (Berita . Daerah Provmsz::i{ S
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 65) St R e

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASE‘T DAERAH-_._- )
PROVINSI KALIMANTAN BARAT - : S

P‘asal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan’ Fungsz serta Tata Ke:r}a“:_f
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berlta Daerah i
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 65} daubah sebacfai berzkut

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehmgga berbuny1 sebagaz berlkut
_ Pasal 5 o o o
{1} Susunan Organisasi Badan I{euaﬁgan dan Aset Daerah terdm dam
a. Kepala Badan; - :
b. Sekretariat;
c. Bidang Anggaran;
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-

Bidang Perbendaharaan;
Bidang Akuntansi dan Pelaporan; |
Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset;-

Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset;
dan

h. Unit Pelaksana Teknis.

@ o o

{2} Susunan Organisasi Badari Keuangan dan Aset Daerah sebagalmaﬁa; 3
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terplsahkan'. C

dari Peraturan Gubernur ini.

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 26

Sub Bidang Bina Keuangan  Kabupaten/Kota sebagaimana dmaaksud '.
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dar -

mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bldang bina keuangan
kabupaten/kota yang meliputi evaluasi -APBD, - APBDP dan evaluas;}'

pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD Kabupaten / Kﬁta serta'.'

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsmya

Ketentuan Pasal 27 huruf ¢ diubah, sehingga berhunyi sebagaz berlkut
‘Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagazmana dmlaksud dalam Pasal 26 Sub S o

Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota mempunyai fungsz

a. penyusunan rencana I{elja di Sub Bidang Bma Kéuai'i';gan':-';_'

Kabupaten/Kota;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan pemmusan kebljakzm tekms dl_.?. -

bidang bina keuangan dan evaluasi APBD Kabupaten/ Kota, R L
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di b1daﬁg “bina - keuarlgan o

evaluasi APBD, APBDP dan evaluasi peltanggungawabaﬂ peiaksanaan_ _.

APBD Kabupaten/Kota;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerlntahan bldang keuangan'_;:f .
pada bina keuangan dan evaluasi APBD Kabupaten/ Kota sesuai_:..._ VT

ketentuan peraturan perundang- undangan

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi-ﬁ}_.' i

di bidang bina keuangan dan evaluasi APBD Kabupaten / Kota,

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala b1dang berke11aa,n.'_z”.f'_'_ P :
dengan tugas dan fungsi di bidang bina- keuangan dan: evajuasz APBD'{ U DI RS

Kabupaten/Kota;

0

APBD Kabupaten/Kota; dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 1aporan ierhadap i s
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina keuangan dan evaluam St

h. pelaksanaan tugas lain di bzdang bina keuangaﬂ Kabupaten/ Kota yarlg_-;:. R

diserahkan oleh Kepala Bidang.
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4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan wilayah I,
perbendaharaan wilayah II, dan perbendaharaan wilayah 11 serta
bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan
dan administrasi di bidang perbendaharaan.

3. Ketentuan Pasal 30 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

_Pasai 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,'.
Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan program kerja di Bidang Perbendaharaan;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
perbendaharaan wilayah I;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis  di - bidang
perbendaharaan wilayah II; o B _
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis -di bidang
perbendaharaan wilayah I1I; -

pengkoordinasian di bidang perbendaharaan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelal{sanaan tugas dan ftmgsx dl' o

bidang perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundarig- N
undangan; '

penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan- 'bidaﬁ'g SO
keuangan pada perbendaharaan sesuai ketentuan peratt’lran

perundang-undangan;

penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi. dz bidang'
perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan, o

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan- berkena.an" L
dengan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan; :

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dl :'
bidang perbendaharaan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala .Bad'aﬁ- di bidang

perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. =~

6. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf ¢ diubah, sehingga bez"bunjﬁ Sebagai BN
berikut : S

Pasal 31

(1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28-

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d1p1mp1n oleh -

membawahi :

a. Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah I;

b. Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah II; dan
c. Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah III.

seorang Kepala Sub Bidang yang berada di ‘bawah . dam':.'._'
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan: : :

BARD PERANGHAT DATRAN ABTETEN i SHETIA
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Ketentuan Pasal 36 diubah, seftiingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan wilayah Il
serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinyza.

Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sub
Bidang Perbendaharaan Wilayah Il mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja di Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah 11I;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis
di bidang perbendaharaan wilayah I,

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perbendaharaan
wilayah III;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang
perbendaharaan wilayah I sesuai peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang perbendaharaan wilayah III;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan wilayah I1I; -

pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap -

pelaksanaan tugas dan fung31 di bidang perbendaharaan Wﬂaym Ii;
dan

(a

h. pelaksanaan fungsi lain d1 bidang perbendaharaan wilayah 11 yemg
diserahkan oleh Kepala Bidang.

Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 39

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan ‘bahan
dan merumuskan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan-

wilayah I, akuntansi dan pelaporan wilayah 1I, akuntansi dan’ pelaporan -

wilayah III, pelaporan pendapatan dan belanja penyusunan- laporan E

keuangan daerah, penyusunan pertanggungjawaban APBD . serta -

bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan. pelayanan
dan administrasi di bidang akuntansi dan pelaporan.

Ketentuan Pasal 40 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut -
Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal '-39', .
Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi
dan pelaporan wilayah I;

HARD FERANGHAT DARRAH
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c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di b1dang akuntansz : =

dan pelaporan wilayah II;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntanisi -
dan pelaporan wilayah III;

e. pengkoordinasian di bidang akuntansi dan pelaporan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di =

bidang akuntansi dan pelaporan sesuai ketentuan - peraturan
perundang-undangan,;

g. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan @ bidang R

keuangan pada akuntansi dan pelaporan, penyusunan - laporan _
keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi’ di- 'bit‘;aﬂg' o

akuntansi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang— D
undangan; '

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan peiapm an; '

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas d1 .

bidang akuntansi dan pelaporan; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala: Badan ch b1dang-__ _
akuntansi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturem perundang-
undangan. :

Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai ’bemkut
Pasal 42

Sub Bidang Akuntansi dan Pelapomn Wilayah 1 sebagaamana dlmaksud
dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas’ ‘mengumpul - dan o
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan':_"”i'_
pelaporan wilayah 1, menyusun }aporan keuangan daerah; Ssefta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsmya

Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai bérii{ﬁf :'
Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam’ Pasai 42 Sub_ e

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I mempunyai fuﬁgsn

a. penyusunan rencana kerja di Sub Bidang Akuntansa dan Peiaporan'.- =

Wilayah I;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebzgakan tekms diii_ o
bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah 1, serta’ penyusunan SR TR S

laporan keuangan daerah;

¢. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidarng ..akqntan_s; '-_'daia_
pelaporan belanja wilayah 1, serta penyusunan -_laporai'i *kéiia'ngahf

daerah;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pememntahan b}dang keu&mg&n-f;_'-" :
pada akuntansi dan pelaporan belan;a wilayah 1, serta penyusupan: '
laporan keuangan daerah sesuai ketentuan peratulan perundanﬁ— SR B

undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap: pelaksanaan tu gas dan fungsr'_f' SRE
di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah 1, serta penyusuﬁaﬂ RN B

laporan keuangan daerah;
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f.  pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja
wilayah I, serta penyusunan laporan keuangan daerah;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan  terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan
belanja wilayah I, serta penyusunan laporan keuangan daerah; dan

h. pelaksanaan tugas lain di bidang akuntansi dan pelaporan belanja
wilayah | yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

13. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

14.

Pasal 44

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah II sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (1} huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan
pelaporan wilayah II, menyusun laporan keuangan daerah serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Sub
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah Il mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja di Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Wilayah 1II;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah I, serta penyusunan
laporan keuangan daerah;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang akuntansi dan

pelaporan belanja wilayah II, serta penyusunan laporan keuangan
daerah;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
pada akuntansi dan pelaporan belanja wilayah II, serta penyusunan
laporan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah I, serta
penyusunan laporan keuangan daerah;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja
wilayah II, serta penyusunan laporan keuangan daerah;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan
belanja wilayah II, serta penyusunan laporan keuangan daerah; dan

h. pelaksanaan tugas lain di bidang akuntansi dan pelaporan belanja
wilayah Il yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
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15.

16.

17.

-g. _
Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikm‘, \

Pasal 46

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah Il sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan
pelaporan  wilayah 1II, menyusun laporan keuangan daerah serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Sub
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah 111 mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja di Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Wilayah 1I1;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah 11, serta penyusunan
laporan keuangan daerah;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang akuntansi dan

pelaporan belanja wilayah 1II, serta penyusunan laporan keuangan
daerah;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
pada akuntansi dan pelaporan belanja wilayah III, serta penyusunan
laporan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah III, serta
penyusunan laporan keuangan daerah;

f.  pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja
wilayah III, serta penyusunan laporan keuangan daerah;

g pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan
belanja wilayah 111, serta penyusunan laporan keuangan daerah; dan

h. pelaksanaan tugas lain di bidang akuntansi dan pelaporan belanja
wilayah III yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Ketentuan Bagian Kesebelas dan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 70

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan
jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2} Kelompok Jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan
fungsional yang berdasarkan keahlian dan Lketerampilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

ARG PERANGKAT DAERAH | 4 oo y SERIA
" i}i&UM PEMRAKARSA
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(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional. dztetapkan sesum ketentuan'. i
peraturan perundang-undargan. : L

18. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehmgga berbunyi Sebagal berﬂmt
‘Pasal 71 B e

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh- Gubemur darl Pegawal I P R
ASN yang memenuhi persyarataﬂ sesuai ketentuan peratuian Sl
perundang-undangan. : EIE TN SYRSE )

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsmnal dlangkai dazl Pegawaz'_;___-'E.__:_-_'_-_- e
ASN yang memenuhi persyaratam sesuai ketentuan peraturan'-:-‘_ R
perundang-undangan, L - : BN

(3) Pengangkatan dalam jabatan di lmgkungan Badan memperhatzkan i
syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundaﬁg—*_'{i SR
undangan. : : S : L

(4) Dalam rangka pembinaan dan penﬂrernbangan ka:mr, niasa Jabatall bagz_':-' R L
Pegawai ASN dalam suatu jabatan d1sesuazkan dengan ketentuan SRR R i
peraturan perundang-undangan. . _ Lo SRRy

(5) Formasi Pegawai ASN di hngkungan Badan dlsusun sesuaa ketentuan R R e S
peraturan perundang-undangan. - e '

19. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 d;slslpkan 1 (Satu) Pasai yakm Pasal '7 1 A
sehingga berbunyi sebagai berikut : :

Pasal 7T1A - S Cered
(1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatah Admm1st1asx ke dal&m B
Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah dzlakukan setelah :

mendapat penetapan atau persetujuan dari. Kementeraan terkeut sesua1'___.__
ketentuan peraturan perundang-undangan ' : : &

(2) Bagi Perangkat Daerah Cyang - dilakukan penyeiaraan Jabatan-f"_- L
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsmnal maupun penghapusaﬂ Sl
dapat ditetapkan Koordinator Keiompok Jabatan Fungmonai dea&gall-" w
Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesual ketentuan peraturan:.-_:ﬁ
perundang-undangan. - R

(3) Rincian tugas dan fungsi 1{001‘(1111331 tugas tambahan se1ta pengelolaanf-:?;- I FO e
kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan F‘ungszonal sebagalmaﬂa
dimaksud pada ayat (2), diatur leblh lanjut dengan Keputusan Kepala i
Perangkat Daerah sesuai ketentuan peratur.:—m perundanguundangan

20. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyl se‘bagai berlkut
~Pasal 75 - :

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di llﬂgkungan Badan d1tetapkan'f_z;:_, S
oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perunda_ng._undan gan. :

(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang' bertanggung }&W&b dl bidangi-' :
organisasi memberikan asistensi dan - fasﬂztam Lerhadap penataai‘i_- e
organisasi Badan sesuai ketentuam peratm an perundangundangarz '

(3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kelja sama dalam;;:f}?-'-é'.-_.i_'3';"“:"' .
kegiatan pembinaan dan  pengendalian arganzsa31 Badan sesuaz_?:_'_{_g_} L
ketentuan peraturan perundanﬁ—unciangan ' AT o

HARG ?E}?M«?GK&T DAERAR _&Sﬁﬁ’rﬁﬁ.? - SEE{E}& : R
HUKUM F?&f?fiﬁﬂi{&ﬁs& S C e

B

i
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Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Péjab‘at' T
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentua:m o

peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 77

Dengan berlalkunya Peraturan Gubeinur ini, maka- Peraturan Gubemul
Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan’ Orgamsasz, _Tugas‘-_ -

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuanffan dan Aset Daerah Provinsi - :'
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provmsl Kalimantan Barat Tahun

2019 Nomor 65), masih tetap berlaku sepanjang tidak beltentangan“-:-;; o
dengan Peraturan Gubernur ini dan belum- dltetapkannya Peraturan

pelaksanaan yvang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
Pegawal Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di imgkungan Badan -

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan ~Barat tetap =

melaksanakan tugas pada Badan Keuangan dan Aset Dae1 ah Provinsi

Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang barm dam '- :-:': |

pejabat pembina kepegawaian.

Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dmndangkan s
Agar setiap orang mengetahuinya,. memerintahkan pengundanganﬁ

Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berlta Damah}-_f'_ i

Provinsi Kalimantan Barat

Diundangkan di Pontianak

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal Q Mgg 2021

}GUBERNUR KALIMANTAN BARAT &

K SUTARMIDIT

pada tanggal ¢ i 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR &0 -

A.L. LEYSANDRI
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